BUPATI PAKPAK BHARAT

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang

Mengingat

a.

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Nomor
22 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
perlu diubah dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten
Pakpak  Bharat, dan Kabupaten  Humbang
Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4272);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);
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Memperhatikan

8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
(Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Kabupaten Pakpak Bharat (Berita
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019
Nomor 18).

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Kewajiban Penyampaian Laporan harta
Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
700/1509/57 pada tanggal 28 April 2017 tentang
Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
SE-08/01/10/2016  tentang Petunjuk  Teknis
Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
(Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 22)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2018 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat adalah Bupati dan

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat;

Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;

Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat;

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah

lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan

pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi;

7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat
publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

o ko

yang berlaku;

8. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan
perundang-undangan;

9. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau
anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun
kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau istri/suami;
Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban
lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara
Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan
Penyelenggara Negara baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang
lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku
jabatannya;

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat
dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun
tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian
informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan,
pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
dengan LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil
Negara (ASN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan
yang dituangkan di dalam Formulir LHKASN sesuai dengan Lampiran Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2015;

ASN Wajib LHKASN adalah Aparatur Sipil Negara selain Pejabat Wajib
Lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
Tambahan Penghasilan Pegawai PNS yang selanjutnya disebut TPP
adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yakni pada

saat:

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali
menjabat;

b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah
berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau

d. masih menjabat.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan c wajib

disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung

sejak saat pengangkatan pertama/ berakhirnya jabatan/ pensiun/

pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun

sebagai Penyelenggara Negara.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan
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secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal
31 Desember tahun laporan.

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam
jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib
dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK.

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang sekurang-
kurangnya memuat:

7Q

[y

J-

"m0 Q00 TP

nama;

jabatan;

instansi;

tempat dan tanggal lahir;

alamat;

identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan
Anak Tanggungan;

jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta
Kekayaan;

besaran penerimaan dan pengeluaran;

surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai
dengan Kartu tanda Penduduk; dan

surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Wajib LHKPN dan LHKASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan
LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan
sanksi disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
(2) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) selama
6 (enam) bulan;

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:

a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dengan masing-
masing tenggat waktu surat selama 3 (tiga) hari;

Jika sampai peringatan kedua belum menyampaikan LHKPN maka
Inspektur memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengguna Anggaran
OPD/ Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melakukan pemotongan TPP
sebesar 25% (dua puluh lima persen) terhadap Wajib LHKPN dan LHKASN
yang bersangkutan sampai jangka waktu 1 (satu) bulan;

b.
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c. Jika sampai waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rekomendasi Inspektur
sebagaimana dimaksud pada huruf b belum menyampaikan LHKPN maka
Inspektur memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengguna Anggaran
OPD/ Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melakukan pemotongan TPP
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan kedepan.

Pasal II

(1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Laporan harta
Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 18) tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 15 Maret 2022
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 15 Maret 2022 Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pj. SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM

KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd |
SATRI LUMBANGAOL, SH, MAP
NIP. 19730830 200502 1 002

JALAN BERUTU

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 7
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